BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BERAU,

Menimbang :a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai
dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

[y

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5714);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 6);



Menetapkan :

3

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan pada Ayat (2) Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 57

Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran
Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan melalui
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah
Sakit Umum Daerah dalam Provinsi, tidak termasuk
suami/istri dan anak dengan besaran biaya paling banyak
sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per orang.

(3) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK)
melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
27 Februari 2018

Diundangkan di Tanjung Redeb

pada tanggal 27 Februari 2018
SERRE AERAH KABUPATEN BERAU,
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BERiTA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 14



